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ABSTRAK 

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik mendorong 

pemerintah untuk menghadirkan berbagai inovasi, salah satunya melalui program 

Identitas Kependudukan Digital. Program ini dirancang sebagai pengganti Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) fisik dengan identitas digital yang dapat diakses melalui 

aplikasi pada perangkat seluler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi 

pelaksanaan program IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pidie, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat rendahnya partisipasi 

masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum berjalan optimal. Sejumlah 

kendala yang ditemukan antara lain terbatasnya literasi digital, keterbatasan 

perangkat dan jaringan internet, serta belum adanya penerimaan penuh dari instansi 

pelayanan terhadap penggunaan IKD. Evaluasi terhadap program juga belum 

berjalan secara berkelanjutan, Maka diperlukan strategi yang lebih adaptif dan 

terarah untuk mempercepat implementasi IKD di Kabupaten Pidie. 

Kata Kunci: Strategi, Identitas Kependudukan Digital, Administrasi 

Kependudukan, Transformasi Digital 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi mendorong organisasi sektor publik untuk 

terintegrasi dalam berbagai aspek pelayanan dan tata kelola, termasuk administrasi 

kependudukan. Tujuannya adalah agar lebih efisien, bersih, transparan, akuntabel, 

dan partisipatif, sehingga segala sektor dalam kehidupan mulai tersentuh 

transformasi digital baik di sektor publik maupun sektor privat.1 Pelayanan 

administrasi kependudukan menjadi salah satu pokok yang menjadi hak setiap 

warga negara indonesia mempunyai identitas kewarganegaraan yang sah. 

Administrasi kependudukan merupakan salah satu pilar penting dalam 

pembangunan suatu negara. Data kependudukan yang akurat dan terkini sangat 

diperlukan untuk perencanaan, pembangunan, pengambilan keputusan, serta 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.2 

Era digital saat ini, paradigma dalam pelayanan publik telah mengalami 

perubahan secara global untuk beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan 

layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, 

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Program Identitas Kependudukan 

 
1 Kurnia Rheza Randy Adinegoro, “Analisis Transformasi Digital Layanan Publik 

Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang,” Jurnal 

Administrasi Publik 19, no. 1 (2023): 26–49, https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.135. 
2 Maulana Habib Hasyim, Hanny Purnamasari, and Evi Priyanti, “Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu,” 

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 8, no. 2 (2021): 365–70, 

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/5602. 
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Digital yang bertujuan untuk merampingkan proses administrasi kependudukan 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang 

Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik, serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan 

Digital.3 

Identitas kependudukan digital merupakan representasi digital dari identitas 

penduduk yang tersimpan dalam aplikasi ponsel, bertujuan untuk menggantikan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik fisik secara bertahap. Perubahan kini yang 

terjadi dari peralihan secara manual atau konvensional ke sistem digital.4 Identitas 

Kependudukan Digital salah satu Program yang sudah dijalankan sejak pertengahan 

tahun 2022. Namun hampir secara keseluruhan daerah masih belum memenuhi 

target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pidie telah menerapkan E-

Government sebagai inovasi baru dalam aktivasi KTP Digital melalui aplikasi IKD.  

E-Government merupakan konsep menarik yang mulai dikenal dalam dunia 

administrasi publik pada akhir dekade 1990-an. Kehadirannya dianggap penting 

untuk mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan utama membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah, serta literasi 

digital yang membantu masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga 

 
3Kementerian Dalam Negeri, R. (2022). Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, 

Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas 

Kependudukan Digital. Direktur Jenderal Peraturan perundang-undang Kementerian Hukum Dan 

HAM Republik indonesia, 37 
4Danuri, M., Informatika, M., Teknologi, J., & Semarang, C. perkembangan dan 

transformasi teknologi digital. 
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pengguna yang cerdas dan kritis dalam memanfaatkan layanan publik digital.5 

Dalam pelayanan publik digital seperti program IKD, literasi digital menjadi 

landasan penting agar masyarakat dapat memahami cara kerja aplikasi IKD, 

menghindari hoaks, dan menjaga privasi data kependudukan mereka.6 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan dimulai sejak 

diterbitkannya instruksi presiden No. 6 Tahun 2001 tentang telematika, yang 

pentingnya penggunaan informasi teknologi oleh aparatur negara guna mendukung 

terciptanya pemerintahan yang baik dan mendorong proses demokrasi. Kemudian 

kebijakan ini  diperkuat oleh instruksi presiden No. 3 Tahun 2003 tentang strategi 

dan kebijakan nasional pengembangan E-Government, yang bertujuan menciptakan 

pemerintahan yang bersih, transparan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik 

melalui penerapan E-Government. 

Program ini terus digencarkan oleh seluruh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan yang sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 

Tahun 2009.7 tentang bahwa negara yang berkewajiban memenuhi kebutuhan serta 

hak dasar setiap warga negara. Direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kementerian Dalam Negeri menargetkan aktivasi IKD  sebesar 25% dari total 

 
5Oktaviani, D. & Rahardjo, B. (2022). “Peran Literasi Digital dalam Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat terhadap Layanan Publik Digital.” Jurnal Administrasi Negara, 12(1), 55–

66. 
6Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). Indeks Literasi Digital Indonesia 

2021. Jakarta: Kominfo RI. 
7Helga Margareth, “UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik,” Ekonomi Regional 2017, 

32. 
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wajib E-KTP pada tahun 2023, tetapi hanya tercapai sekitar 3,3%. Capaian aktivasi 

IKD masih jauh dari target yang diharapkan. Pemerintah Indonesia terus berupaya 

melakukan digitalisasi dalam administrasi kependudukan melalui IKD.  

Direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menegaskan 

bahwa penerapan IKD sejalan dengan Peraturan Presiden  Nomor 95 Tahun 2019 

tentang Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta keputusan Presiden 

Nomor 82 tahun 2023 mengenai transformasi digital Indonesia dan integrasi 

layanan nasional. Program IKD pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019 dan 

kini semakin digencarkan sesuai instruksi presiden untuk mempercepat aktivasi 

IKD di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk, Pemilik KTP, Pengguna IKD, 

dan Target IKD Tahun 2024 

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil 

Kemendagri 
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Keamanan serta kenyamanan pengguna dalam aplikasi IKD, Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

serta Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Langkah ini 

dilakukan agar sistem IKD sesuai dengan standar keamanan internasional serta 

mudah digunakan oleh masyarakat. Saat ini, 6.444 lembaga pemerintah dan swasta 

telah bekerja sama dengan Dukcapil untuk menggunakan IKD sebagai bagian dari 

tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dengan semakin banyaknya 

masyarakat yang menggunakan IKD, diharapkan pelayanan administrasi 

kependudukan menjadi lebih efisien dan modern. 

Pengembangan aplikasi IKD sudah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam 

Negeri Republik Indonesia. Dengan digitalisasi ini diharapkan akses data 

kependudukan dapat terintegrasi dengan kepentingan berbagai bidang pendidikan, 

perawatan kesehatan, pariwisata, transportasi, dan logistik. ini sangatlah 

memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh dunia.8 Dengan adanya fitur-fitur 

ini, IKD tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi, tetapi juga mencerminkan 

era satu data nasional yang sesungguhnya. Dimana seluruh informasi 

kependudukan yang valid dan terintegrasi dapat diakses secara terintegrasi dalam 

satu platform.  

Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pidie sebagai lembaga 

yang bertanggung jawab khusus di bidang administrasi kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya 

 
8Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim, D. (2021). Digitalisasi Pelayanan Publik (Inovasi 

Pelayanan Publik Berbasis Android Di Kabupaten Bangka) 2021 
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direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan 

kebijakan nasional di bidang kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pidie telah menginisiasi KTP digital sebagai langkah menuju 

transformasi digital dalam layanan administrasi juga bertanggung jawab dalam 

menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi warga. Data pribadi warga harus 

dilindungi karena hak privasi setiap orang.9  memastikan bahwa data tersebut 

digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Masyarakat sering mempertanyakan keamanan data pada aplikasi IKD 

khususnya terkait potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Untuk menjawab hal 

tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah melengkapi IKD 

dengan sejumlah fitur keamanan. Di antaranya adalah pencegahan tangkapan layar 

(screenshot) pada tampilan identitas, penerapan sistem otentikasi berbasis kata 

sandi, serta penggunaan kode QR yang bersifat dinamis dan hanya berlaku dalam 

waktu singkat sekitar 90 detik.10 Langkah-langkah ini dirancang untuk 

meminimalkan risiko akses tidak sah, mencegah penyebaran data yang tidak 

diinginkan, dan memastikan perlindungan informasi pribadi pengguna. 

 

 

 
9Achmad Ariansyah and Uce Indahyanti, “Fitur Ekstraksi Pada Pemodelan Topik 

Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation Pada Peristiwa Kebocoran Data,” no. 2 (2024): 

1–24.  
10 Erikson P. Manihuruk.” Kompasiana, 12 Februari 2023, 

https://www.kompasiana.com/agussis/63e8f4addee15f9470ab2/-cara-membuat-ktp-digital. 
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Gambar 2.1 Laporan Layanan Dinas Dukcapil Kabupaten Pidie 

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie, 2025 

Berdasarkan data yang ditampilkan, jumlah penduduk Kabupaten Pidie 

pada tahun 2024 adalah 451.076 jiwa, dengan 316.491 jiwa yang masuk dalam 

kategori wajib KTP. Namun, jumlah pengguna IKD hanya 5.336 jiwa, atau sekitar 

1,69% dari total wajib KTP. Angka ini menunjukkan bahwa pengguna IKD masih 

sangat rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya dapat 

mengakses layanan ini. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat dua persoalan pokok 

yang dihadapi dalam pelaksanaan program IKD di Kabupaten Pidie. Pertama, 

strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

mendorong penggunaan IKD belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. Upaya yang dilakukan seperti sosialisasi dan pelayanan jemput bola 

memang telah dilaksanakan, namun jangkauannya masih terbatas pada kelompok 

atau wilayah tertentu sehingga belum mampu memberikan pemerataan informasi di 

seluruh kecamatan dan desa. Hal ini tercermin dari capaian aktivasi IKD yang 

masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP di daerah 

tersebut. Kedua, rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap 
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manfaat serta fungsi IKD membuat sebagian besar warga belum merasa urgensi 

untuk melakukan aktivasi. Banyak masyarakat yang menganggap IKD belum 

memiliki perbedaan signifikan dengan KTP-el fisik atau bahkan belum memahami 

kemudahan dan keamanan yang ditawarkan. Kedua permasalahan ini tidak hanya 

mempengaruhi pencapaian target nasional IKD, tetapi juga menunjukkan adanya 

kesenjangan komunikasi dan edukasi publik yang perlu segera diatasi. Oleh karena 

itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada analisis strategi yang dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat efektivitas program 

IKD di Kabupaten Pidie. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam mendorong penggunaan IKD belum sepenuhnya menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat.   

2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan 

fungsi IKD, sehingga masyarakat belum merasa perlu untuk 

mengaktifkannya. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat di rumuskan masalah 

yang akan diteliti yaitu: 

1. Apa saja hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat penggunaan 

Identitas Kependudukan Digital  di Kabupaten pidie? 

2. Bagaimana strategi yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penggunaan 

Identitas Kependudukan Digital? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah 

1.  Untuk mengetahui apa saja hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat 

penggunaan Identitas Kependudukan Digital  di Kabupaten pidie. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dijalankan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dalam meningkatkan 

penggunaan Identitas Kependudukan Digital. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis 

dan praktis yaitu sebagai berikut: 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu administrasi negara, khususnya dalam kajian manajemen strategis di sektor 

pelayanan publik yang berbasis digital.  

Secara Praktis, Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan 

dengan  program identitas kependudukan digital dalam  pelayanan publik. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


